Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN EABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam ranghka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal
6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 48,
Pasal 52, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bojonegoro, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayvanan
Kesehatan pada Dinas Keschatan Kabupaten Bojonegoro.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana diubah dengan Undang - undang nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomeor 1441 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259)




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

S

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4593);

Peraturan Menteri Kesechatan Nomor : 364/
Menkes SK/III /2003 tentang Laboratorium Kesehatan:
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004
Menkes/SK/NI/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/
MENKES/SK/XIl/2004 tentang Standar Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Keschatan Nomor : 666/
MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap
Pelayanan Medik Dasar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/MENKES/PER/I1f2011 tentang Pedoman Tarif
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)
dan Angpota Keluarganya di Puskesmas, Balai
Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/
PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/
PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan
Persalinan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor & Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Nomor 19);



MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan -
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Daerah, adalah Kabupaten Bojonegoro;

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

Bupati, adalah Bupati Bojonegoro;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Bojonegoro;

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa,
dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
perorangan di Puskemas dan Labkesda yang meliputi
upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan
pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium
kesehatan lingkungan.

Upaya Kesehatan Sekolah selanjutnya disebut UKS
adalah upaya kesehatan bagi siswa sekolah dasar dan
menengah pertama yang diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik
dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat
belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan
optimal menjadi sumber daya manusia vang lebih
berkualitas. Pelayanan UKS di Puskesmas meliputi
pemeriksaan kesehatan wumum, dan pelayanan
kesehatan gigi (UKG).

Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan
yanghemfatpnhﬂdl[pmmegmdﬂdengantujuan

kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya
selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang
bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi
Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Bersalin
Desa,(Polindes] Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes),
dan Pos Keschatan Desa (Poskesdes).
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Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang
memiliki  kemampuan menyediakan pelayanan
kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar,
pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat
inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi
dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung
lainnya.yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang dilengkapi
sarana-prasarana, peralatan dan tenaga kesehatan
terlatih untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial
Dasar {PONED).

Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya
disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan
bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan
dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan
kehamilan risiko tinggi di Puskesmas PONED yang
memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik
yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi
(Konsulen).

Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut
LABKESDA adalah laboratorium kesehatan yang
dikelola oleh UPTD dibawah Dinas Kesehatan yang
memberikan pelayanan pemeriksaan, pengukuran,
penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal
dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari
manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan
masyarakat.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan
kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau
badan.

Tarif adalah sebagian atau seluruh  biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai basis
Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atan
meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang
bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan secara
resmi oleh Kepala Daerah.

Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan
memperoleh pelayanan kesehatan.,

Pasien baru, adalah pasien yang baru pertama kalinya
mendapatkan perawatan dan pengobatan di
Puskesmas ditandai dengan diberikan kartu identitas
pasien sekaligus nomor rekam medik yvang berlaku
seumur hidup.



21.

23.

29,

25.

26.

2T

30.

31.

Pasien lama adalah pasien yang sudah pernah dirawat
di Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu
identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan
ulang. Dalam hal pasien tidak bisa menunjukan bukti
kartu identitas pasien, maka diberlakukan sebagai
pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat
perjalanan perawatan/pengobatan sebelumnya tidak
terlacak menjadi tanggungjawab pasien manakala
kartu identitasnya hilang.

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnyva
uniuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/
kecacatan dan bersifat penyelamatan jiwa (life saving).
Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya
disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
adalah pelayanan kesehatan terhadap pengunjung
Puskesmas dan jaringanmya untuk keperluan
observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik
dan/pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal
dalam ruang rawat inap.

Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas adalah pelayanan
kesehatan terhadap pasien di Puskesmas Perawatan
untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan,
penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur.

Pelayanan Persalinan adalah pelayanan proses
melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan
terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan
atau tanpa penyulit di Puskesmas.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk
menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi
meliputi pemeriksaan laboratorium klinik Radiologi
dan/ atau diagnostik elektromedik.

Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran)
dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya
terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi,
rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
Pelayanan Konsultasi medik adalah pelayanan advis
(saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis
dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk
proses diagnosis, terapi, rchabilitasi medis dan
pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang
rawat pasien (on site)] atau melalui telepon (on call/ by
phone).

Pelayanan konsultasi gizi adalah pelayanan konsultasi
oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan,
asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien.
Pelayanan konsultasi sanitasi adalah pelayaan
konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang
sanitasi atau masalah kesehatan lingkungan.
Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan
yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
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Pelayanan Visum et Repertum, adalah pelayanan
pemeriksaan medik unituk mencari sebab kesakitan,
jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh
tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya
digunakan untuk keperluan medico legal atan
penegakkan hukum.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah
kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik,
baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang
lebih kompeten, terjangkau dan rasional.

Pelayanan akupuntur adalah pelayanan keschatan
tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus
akupuntur dalam rangka diagonosa, terapi, atau

- Pengujian Kesehatan atau general/medical check up

adalah pemeriksan kesehatan yang dilaksanakan oleh
dokter umum atau dokter spesialis guna mendapatkan
informasi tentang status kesehatan seseorang untuk
berbagai keperluan .

Dokumen/Rekam medik adalah dokumen yang berisi
data-data pasien yang bersifat rahasia berisi data
demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien,
diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik,
serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat
jalan, rawat darurat danj/atau rawat inap di
Puskesmas.

Pelayanan rekam medik adalah pelayanan penyediaan,
penyiapan dan penyimpanan dokumen {rekam) medik.
kompetensi mengelola rekam medik dan memberikan
pelayanan rekam medik sesuai standar dan etika
profesinya.

rawat inap termasuk makan non diet selama di rawat
di Puskesmas Perawatan. Akomodasi dihitung
berdasarkan hari rawat.

Biaya makanan diet pasien adalah biaya penyediaan
makan diet pasien yang bersifat khusus sesuai diet
yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang
disediakan oleh Puskesmas Perawatan.

Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang
jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk
dirawat mulai jam 00 (nol nol} hingga tanggal keluar
Puskesmas atau meninggal. Untuk hari rawat kurang
dari 24 jam dihitung sama dengan I(satu) hari rawat
map.

Pelayanan adminisirasi rawat inap adalah pelayanan
administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik,
pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan
pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas
Perawatan.

Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan
terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis
sesuai standar profesi.
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Tenaga Medis adalah tenaga profesional dibidang
kedokteran meliputi dokter, dokter spesialis, dokter
gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi yang memiliki ijin
praktek.

Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan
kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau
tanpa anastesi di Kamar Operasi atau Kamar
Tindakan. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi,
kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan
profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik
operatif kecil, sedang, besar.

Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang
menggunakan peralatan medik dan obat anastesi
sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara
menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian
tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan
resusitasi yang diperlukan.

Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau
tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan
anestesi (bersetifikat), yang diberikan kewenangan
melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah
tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis
anestesi yang mendelegasikan

Pelayanan /tindakan medik psikiatrik adalah tindakan
medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan
psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa ataun
dokter umum untuk tindakan medik psikiatri tertentu
di Puskesmas.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik
yang dilakukan tanpa pembedahan.

Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan
kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik
sampai terapi definitif {pemberian resep obat) tanpa
tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang
medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat
darurat.

Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat
inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis,
terapi, rehabilitasi medis danfatau pelayanan
kesehatan lainnya.

Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan
profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga
keperawatan untuk membantu penderita dalam
menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi
masalah  kesehatan atau menanggapi upaya
pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang
optimal dengan asuhan keperawatan dasar (minimal),
parsial, total maupun intensif.











































































